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ABSTRAK :  - Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemenuhan alokasi dana desa oleh daerah, 
perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana 
perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi alokasi dana desa serta untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 96 ayat (8) PP 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
PP 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penundaan 
dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.  

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 43 
Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.123, TLN No.5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan PP 11 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.41, TLN No.6321),  PP 12 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 
No.42, TLN No.6322), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 
217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Kabupaten/kota yang memiliki Desa wajib memenuhi ADD paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan 
yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam hal 
kabupaten/kota yang tidak memenuhi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan 
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan 
DAU dan/atau DBH. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki Desa mengalokasikan ADD 
paling sedikit 10% dari DTU. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas 
pemenuhan besaran ADD dalam peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan 
bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa. Evaluasi dilakukan untuk menentukan selisih 
kurang besaran ADD yang ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per 
Desa terhadap 10% DTU yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan. Berdasarkan 
peraturan bupati/wali kota dan perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per 
desa yang disampaikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (12) Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi kembali atas pemenuhan besaran ADD. Dalam 
hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota 
telah memenuhi besaran minimal ADD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan 
kembali DTU yang ditunda. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan bupati/wali kota 
dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk 
Tahun Anggaran 2021 diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari 
kerja terakhir bulan April 2021. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara 
Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi 
Dana Desa (BN Tahun 2015 Nomor 2055), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 April 2021 dan diundangkan pada tanggal 26 April 
2021. 

  - Lampiran halaman 22-23. 

 


